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BUPATI BANYUMAS

bahwa sesuai ketentuan pasal 66 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 fentang
Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa.

_ Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor
4389);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomcr 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nemor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4548);

5 Peraturan Pemerintah Nomar 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menatapkan :

KABLUPATEN BANYLIMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUFATEN
BANYUMAS TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i
Z
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Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintanan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingen masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat isliadal setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaiunsur penyelenggara pemerntahan desa.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daereh Kabupaten.

Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang
wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkulan.

. Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentngan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat
dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM Organisasi Poiitik dan
Organisasi Masa.

LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku
pembangunan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan desa.



11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun parencanaan pembangunan desa diwilayah Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen
perencanaan pembangunan Desa untuk periode S Tahun.

13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
RKP Dszsa adalah penjabaran dari RPJM Desa unluk jangka
waktu 1 Tahun yang ditetapkan oleh Kepala Desa

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalsh rencanz keuangan tahunan
pemerintehan desa yang dibahas dan disetujui bersema oleh
Pemerinlah Desa dan BPD, yang ditetapxan dengan Peraturan
Desa.

BAE 1l
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2

(1) Setiap desa wajib menyusun perencanaan pembangunan
desa.

(2) Perencanaan pembangunen desa sebagaimana dimaksud
dalam ayal (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan
Desa sesuaidengan kewenangarnnysa.

(3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa);
b. Rencana Keija PFembangunan Desa (RKP Desa).

(4) RPUM Desz sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB Il
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN DESA
Bagian Pertama
Asas dan Tujuan
Pasal 3

(1) Ases perencanaan pembangunan desa diselenggarakan
berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta
kemandiran dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan
nasional.
(2) TujuanPenyusunan perencanazan pembangunan desa adaiah:
2. lersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis,
terarah, terpadu, menyelurun dan tanggap terhadap
perubahan

b. menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi
dalam penyusunan perencanaan pembangunan aniar desa,
kecamatan dan kabupaten.

¢. menjamin keterkailan dan kensistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan pembangunan.

d. mengoptimalkan paran sarta pemerintah desa, masyarakat
dandunia usahadalam perencanaan pembangunzn desa.



Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 4

(1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui
musrenbang.

(2) Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka menengah, dan
musrenbang tahunan.

(3) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa
(RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 tahun.

(4) Musrenbang tahunan diselenggarakan cdalam rangka
menyusun rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa)
untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 5

(1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melaluiurutan kegiatan -
a. penyusunanrancangan RPJM Desa;
h. musyawarah perencanaan pembangunan jangka
menengah;
c. penatapan RPJMDesaoleh Kepalz DesaBersama BPD.
(2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melaluiurutan kegiatan
a. Einyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM
58,
b. menyelenggarakan musrenbang tingkatdusun;
¢. menyelenggarakan musrenbang fingkatdesza;
d. penetapan RKP Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 6
Kepala Desa bertanggungjewab menyusun RPJM Desa untuk

jangka waktu 5 Tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk
Jangkawaktu 1 Tahun.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang
Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah desa
dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya
RPJM Desa.

(2) Penyelenggaraan musrenbang Tahunan desa dilaksanakan
paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya periode RKP Dese.

(3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa
maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keempat
Substansi Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 8
(1) RPJM Desa memuat visi, misi dan arah pembangunan desa
dengan mengacu pada RPJM Ksbupaten Provinsi dan
Nasional.
(2) RPIM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang
disebut RKF Desa.
Bagian Kelima
Hasil Musrenbang Desa
Pasal 8

{1) Hasil musrenbang desa terdiri atas :
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a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh
desa dengan mengunakan APB Desa:

b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat
Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi,
APBN serta sumber dana lainnya;

¢. Daftar nama ulusan yang akan membahas hasil
musrenbang desa pada forummusrenbang kecamatan.

(2) Hasil musrenbang desa sehagaimana dimakeud dalam ayat (1)
dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.

Pasal 10
Peserta Musrenbang Desa

Peserta musrenbang desa adalah utusan dari lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa,

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 11
Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pambangunan desa
sampai dengan diteiapkan hasil musrenbang desa barsumber dari
AFPB Desa yang besamnys disesuaikan dengan kemampuan
keuangandesa.
BAB Il
PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 12

(1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
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(2) Bupati dalam Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ayat(1) dapat melimpahkan kepada unitkerja Teknis.
(3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi:
a. Pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan desa;
b. Pemberian bimbingan superviser dan konsultasi atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
¢ Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

desa.
BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN
PEMEANGUNAN DESA
Pasal 13

Hasil pengendalien sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
digunakan sebagai bahar evaluasi Bupati atau Unit Kera yang
ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa dapat
digunakan sebagai bshan penyusunan perencanaan
pembangunan desa

BAEB V
SANKSI
Pasal 14

(1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan
desa dan atau pelaksanaan pembangunan desa lidak sasua
dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Ini maka diberi sanksi berupa
penundaan bantuan APED.



(2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
dalamayat (1) diatur lebih lanjut dengen Peraluran Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Ketentuen-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan
Pembangunan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Paraturan Daerahini

(2) Peraturan desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa
ditetapkan paling lama 1(satu) Tahun sejsk peraturan daerah
ini ditetapkan.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai taknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada
tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.
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Ditetapkan di Purwokerio
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATIBANYUMAS,
ttd.
ARISSETIONO

Diundangkandi Purwokerio
Pada tanggzl 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
tid

SINGGIH m_n_guig, SH, M.Hum
NIP. 500 DB6 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12
SERIE



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah, yang dimaksud Desa adalah kesatuan
masyarakal hukum yang memilkki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat [stiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
=merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan yang akan datang akan menghadapi banyak
perubahan dan kendala, akibal pesatnya kemajuan ilmu
pengetehuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang
melanda dunia, yang mengakibatkan kegiatan pembangunan
desa akan semakin terkait dengan perkembangan
internasional. Sasaran pembangunan desa masih belum
tercapal, dimana struktur ekonomi masih bergerak lambat dan
didominasi oleh sektor primer sehingga masalah yang balum
sepenuhnya terpecahkan, perlu dilanjutkan upaya
mengatasinya pada tahun yang akan datang Oleh karena itu
perlu terus diupayakan akseleras| pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan serta pemenuhen hak-hak dasar
masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyal, dan upaya
untuk mengurangi ketertinggalan desa.
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Dalam konteks Penyelenggarean Pemerintahan Desa, dalam
melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta
pembinaan masyarakat, maka selain desa memiliki sumber
pendapatan asli desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga
berhak atas baglan dari Dana Alokasi Umum yang diterima
oleh Daerah, serta berdasarkan Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Laerah, dan Undeng-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Bahwa selama ini palaksanaan pembangunan, dinilai belum
optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu
perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang mekanisme
perencanaan pembangunan yang ada di desa. Untuk itu
sesual dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah maka ketentuan mengenai Penyusunan
Perencanaan Jangka Menengah, dan Jangks Pendek,
diperiukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kera
Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa perlu diatur
dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 :  Cukup jelas.
Pasal 2 :  Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 :  Cukupelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 . Cukup jelas.
Pagal 7

Ayat 1 : Cukup jelas.

Ayal 2 : Cukupjelas.
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Ayat3

Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10

Pasal 11

Dalam hal desa menyusun RPJM Desa
dibuatdengan sistematika:

Pendahuluan memuat : Latar
Belakang, Maksud dan Tujuan,
Landasan Hukum, Hubungan RPJM
Desa dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya. Sistematika Penulisan RP.M
Desa,

b. Gambaran Umum HKondisi Desa
memuat : Kondisi Geoggrafi,
Perekonomian Desa, Sosial Budaya,
Prasarana dan sarana Desa,
Pemerintahan Umum;

c Visi dan Misi memuat . Landasan
Filosofi Pembangunan, Vis|, Misi;

d. StrategiPembangunan Desa;

e Arah Kebijakan Keuangan Dssa
memuat : Arah Pengelolaan
Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan
Belanja Desa, Arzh Pengelclaan
Pembiayaan, Kebijakan Umum
Anggaran;

f. Program PembangunanDesa;

g. Penutup.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan lembaga
kemasyarakatan terdiri atas tokoh
masyarakat, utusan RT/RW, LPMD atau
sebutan lain, PKK, Karang Taruna, Tokoh
Masyarakat dan organisasi sosial
kemasyarakatan yang ada.

Cukup jelas.
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Pasal12

Pasal13
Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Yang dimaksud unit kerja teknis adalah
Unit kerja yang membidangi masalah
perencanaan yang dilakukan bersama
unit kerja Iain secara koordinasi
sehingga menghasilkan perencanaan
yang komprehensif.

Cukup jelas.

Yang dimaksud penundaan bantuan
APBD seperti penundaan penyaluran
ADD dan penundaan bantuan-bantuan
lainnya yang berasal dari APBD
Kabupatan Banyumas,

Cukup jalas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



